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W\ ESTA demokrasi di
P Gorontalo sebentar
lagiakan diramaikan

oleh dua pemilihan kepala
daerah yaitu pemilihan
_:jr Gorontalo dan
Boalemo masing-
g dengan masa
th 2017-2022. Saat
ini masing-masing calon
sedang giat-giatnya men-
jual pregram selama lima
tahun ke depan kepada

masyarakat dan berusaha °

at kepercayaan

atstupm;r upau Salah satu
topik ‘menarik bisa
disimak dari para calon
adalah sejauh mana pro-
gram mereka hisa meny-
entuh kemandirian daerah
ini dalam jangka panjang.

mandirian lebih dilihat
dari kemampuan suatu
daerah mengembangkan
perekonomiannya dengan
sebesar mungkin mem-
pergunakan daya sendiri,
terutama dalam bentuk
daya saing yang tinggi,
untuk kemakmuran raky-
atnya. Kemandirian tidak
dilihat dari keterisolasian

terhadap perekonomian .

daerah lain atau r:lengan
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dunia luar, tethn bagaim

ana dalam pe:dkonommn. _
yang semakin terbuka dan

terintegrasi dengan pere-
konomian global, daya
saing dan kemakmuran

. rakyat dapat terus diting-

katkan. Sejak d.fbea:laku
kan UU No. 22/1999 ten-
tang Pemerintah Daerah,
di mana pemerintah pusat

‘mendesentralisasikan ber-

bagai aspek kewenangan
pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah di se-
luruh Indonesm, salah

‘satunya desentfahsam
pengelolaan keuangan, di-
mana pemerintah daerah '

berhak untuk mengelola
pendapatan, pengeluar-
an, dan keuangan negara
di daerah pemerintahan
sendiri. Seperti dise-
butkan dalam UU 32/2004
dan UU 33/2004 tentang
perimbangan keuangan
antara pemerintah pu-
sat dan pemerintah dae-
rah, dimana Pendapatan
Asli Daerah (PAD) men-
jadi penciri kemandir-
ian daerah yang terdiri
atas Péndapatan Pajak
Daerah, Pen-dapatan
Retribusi, Deviden dari
investasi pemerintah dae-

rah, dan pendapatan asli

* daerah lainnya dan men-

jadi sumber utama ke-
mandirian daerah dalam
melaksanaklan kegiatan
pemerintahai, dan pelay-
anan masyanakat. Kalau
diperhatikan data hingga
tahun 2015 PAD Provinsi
Gorontalo berkisar 318
milyar rupiah dari total |
penerimaan berkisar 1,4
triliun rupiah-atau se-
cara relatif 21,5% dari kes-
eluruhan penerimanan
pemerintah yang sekaligus
menggambarkan tingkat

. ketergantungan Provinsi,

Gorontalo terhadap dana

‘transfer dari pusat masih
- berkisar hampir 80%. Bila

disimak struktur penge-
luaran dari belanja lang-
sung maupun tidak lang-
sung Provinsi Gor§ntalu=
terdapat belanja peigawai
berkisar 355 milyar rupiah.
Kapasitas PAD dalam pem-
biayaan belanja pegawai
sebesar 89,4% yang berarti
belanja pegawai tidak'bisa
ditutupi dari PAD apalagi

kalau diharapkan untuk °

membiayai pengeluaran
pembangunan. Hal ini
yang mendasari setiap
Kepala Daerah terpilih

. Oleh :
Dr. Fachrudin Zain
Olllingo, SE., M.Si.

menyusun strategi untuk
berburu dana dari pusat,
Untuk Kabupaten
Boalemo sendiri, pada
tahun 2015 jumlah per-
olehan PAD berkisar 37,3
milyar rupiah atau sebesar
3,4% dari total penerimaan
Kabupaten Boalemo sebe-
sar 691,3 milyar rupiah.
Dengan kata lain, keter-
gantungan Kabupaten
Boalemo terhadap dana
dari pusat dan Provinsi
Garontalo masih sangat
besar berkisar 96,6%. Bila
disimak struktur penge-
luaran pada belanja pega-

wai langsung maupun

tidak langsung sebesar

. 278,8 milyar rupiah atau
berkisar 41,7% dari total

pengeluaran Kabupaten
Boalemo sebesar 565,7

. yang berat dalam

'm:ly‘ar rupiah. Dengan

demikian kapasitas PAD
Kabu-paten Boalemo
dalam membiayai gaji
pegawal hanya sebesar
8,6% yang berarti 91,4%
gaji pegawai masih ber-
gantung dari ddna transfer

‘apalagi untuk membiayai

pembangunan.

Dalam konteks ini,
Kabupaten Boalemo
memiliki ketergantungan
yang sangat tinggi terha-
dap sumber pembiayaan
eksternal. Untuk itu sia-
papun yang terpilih men-
jadi Gubemu: atau{: pati
nanti memiliki pekerjaa

ere
alisasikan peningkatan

- sumber penerimaan dari

PAD. . . .

Kendala yang dihadapi
adalah adanya keter-
batasan sumber-sumber
penerimaan yang bisa
menopang perolehan
PAD. Fransisco Bwariat
menyatakan bahwa ada
kendala yang dihadapi
bagi daerah dalam pen-
ingkatan PAD yaitu (1)
Konsekue ebijakan
yang terka%d g dalam
konstitusi,'Dalam UUD
1945, pasal 33 menyat-

Y

-akan bahwa tagah air dan

segala sesuatu yangsecara

* signifikan mempengaruhi

kehidupan rakyat diken-
dalikan oleh pemerintah
pusat. Akibatnya sumber
penerimaan yang startegis
seperti pajak penghasilan
dan pajak pertambahan
nilai meskipun terletak

¢ di wilayah pemerintah

daerah menjadi sumber

pendapatan bagi pemer- .
intah pusat. Sedangkan

jak restoran. Kondisi ini -
" mengakibatkan rendah-

nya kemandirian keuan-
gan pemerintah daerah.
(2) Ketersediaan sarana
prasarana di daerah yang
dapat menjadi kontribusi
pendapatan asli daerah
dari obyek pajak daerah
dan retribusi daerah mis-
alnya hotel dan restoran,
pusat-pusat perbelanjaan
dengan areal parkir yang
memadai, dan lain-lain,
masih relatif terbatas.
Inimeru %an fenom-
ena yang terjadi diham-
pir seluruh daerah ka-

bupaten/kota. Terlepas
dari kendala yang disam
paikan Fransisco Bwarial
di atas, para pemilih ingir
mendengarkan Kiat-kia
dan inovasi para calox
dalam meningkatkar

" perolehan PAD mEﬁE}

peningkatan ekonom
kerakyatan. : i
Pemerintah perlu kan
sisten dengan sasaran ke
mandirian sehingga tida}
terlena dengan runn?l

pemerintah daerah hanya  yang ada yang sebetu
mengelolah sumber pen-  nya kita | dari keter-
dapatan yan ‘non-strat- : mgqn,tu_ngm Perlu adanya
- egis seperti gajak hmﬁi ; y &ﬁ}kmem-
pajak reklame, dan pa-< faatkan anggaran secar:

‘efektif dan efisien se
ingga jelas setiap progra

pembangunan memilik|
efek multiplier ekonom|
* yang secara terukur dan
berkelanjutan. . . éia

Demikian pur&a

kiat }mtuk mendorong in-
| vestasi terutama investas
yang memiliki intensita*
tinggi pada pembukaanla-
pangan pekerjaan (l:
mtenswe} it
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